Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG
IRIGASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

bahwa irigasi merupakan salah satu komponen penting pendukung
pembangunan pertanian dalam rangka melestarikan ketahanan pangan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, oleh
karena itu perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi yang efektif dan efisien untuk menjamin keberlanjutan
sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi;

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2006 tentang lIrigasi, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang
Irigasi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara
Tanggal 14 Agustus Tahun 1950);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata cara
Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipasif;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Il Bantul Nomor 5 Tahun 1987
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tingkat Il Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D
Nomor 7 Tahun 1987);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2002);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Transparansi dan Partisipasi Publik dalam penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1
Tahun 2005);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Seri D Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun
2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 3 Tahun
2008);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2007, Seri D Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor
14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan /atau Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus Kkepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian,
baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun
petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi itu.

10.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan

pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah
pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis,
termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

11.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah

wadah kelembagaan yang beranggotakan beberapa P3A yang memanfaatkan fasilitas

irigasi pada satu daerah irigasi.



12.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah wadah
kelembagaan yang beranggotakan beberapa GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi
pada satu daerah irigasi.

13.Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah,
wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah.

14.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah,
termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang
berada di darat.

15.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di
atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

16.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk
menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air
bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

17.Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan
pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

18.Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan
dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu
sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

19.Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan
penggunaan air irigasi.

20.Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan
primer dan/atau jaringan sekunder.

21.Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari
jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

22.Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk
mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.

23.Pembuangan air irigasi, yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan
air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

24.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

25.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan
satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan,
dan pembuangan air irigasi.

26.Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan
utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

27.Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran
sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan
sadap, dan bangunan pelengkapnya.

28.Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana
pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter
dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

29.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat
semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.

30.Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai
dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk
bangunan di dalamnya.

31.Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah
bangunan pompa sampai lahan yang diairi.

32.Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat
desa atau pemerintah desa.

33.Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau
mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

34.Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari
sumber air untuk kepentingan pertanian.

35.Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air
dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.



36.Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau
peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

37.Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di
wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

38.Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan
irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan
irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah
irigasi.

39.Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan
rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

40.0Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya,
termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata
tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan
kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

41.Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi
agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan
mempertahankan kelestariannya.

42.Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna
mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

43.Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan
pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang
ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi
dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin;

44.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya.

BAB Il
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan azas demokratis, gotong royong, transparan,
mandiri, akuntabel dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, teknis dan
ekonomi.

(2) Irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk
mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lain.

(3) lIrigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dalam
rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, yang
diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 3

(1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan
dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta mempertimbangkan :

a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk
lapangan, bendungan, bendung, pompa, pelestarian mata air dan jaringan drainase
yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;

b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan
pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi
jaringan irigasi di daerah irigasi; dan



